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NOVITA CHERYL AHMADWIRAWAN (B 111 12 266) “ TINJAUAN 
VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEKERASAN FISIK ANTAR SISWA DI 
LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA MAKASSAR 
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2015/2016)”, Prof. Dr. H. 
M. Said Karim, S.H., M.H.,M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, 
S.H., M.H. selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam 
kejahatan kekerasan di lingkungan pelajar SMA di kota Makassar dan 
untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban 
kekerasan dalam lingkungan sekolah menengah atas. 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1, 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2, Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri 10, Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Rajawali, dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Kristen Gamaliel Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penulis memperoleh data dengan melakukan observasi dan memberikan 
kuesioner kepada narasumber, serta mengambil data keperpustakaan 
yang relevan yaitu literatur, buku-buku, serta peraturan perundang yang 
berkaitan dengan masalah tersebut. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 
(1) di dalam lingkungan sekolah terjadi kekerasan yang dilakukan antar 
pelajar diakibatkan siswa masih kurang kesadaran diri terhadap 
kedisiplinan serta merasa jagoan di sekolah, hal inilah yang merupakan 
penyebab terjadinya kekerasan tersebut. (2) Upaya hukum perlindungan 
terhadap anak, khususnya anak yang berstatus siswa ketika menjadi 
korban kekerasan fisik di dalam lingkungan sekolah, telah diatur Undang-
Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dengan dibentuknya 
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yan juga tertuang dalam Bab 
XI Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk 
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A. Latar Belakang Masalah  
 Dalam dunia pendidikan terdapat dua faktor yang berperan penting, 
yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan 
penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa 
sebagai penerus cita-cita bangsa. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan   
Guru adalah pendidik profesional dengan tugasutama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  
Salah satu faktor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya 
kekerasan, adalah dari sikap siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa 
dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. 
Kecenderungan sadomasochism  tanpa sadar bisa melandasi interaksi 
antara siswa dengan pihak guru, teman atau kakak kelas atau adik kelas. 
Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak 
berharga, tidak dicintai, kurang diperhatikan, rasa takut diabaikan, bisa 
saja membuat seorang siswa malah “memancing” orang tersebut untuk 
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melakukan kekerasan terhadapnya meskipun dengan cara yang tidak 
sehat.  
Contohnya tidak heran jika anak berusaha mencari perhatian 
dengan bertingkah yang memancing amarah,atau pun hukuman.Tapi, 
dengan demikian, tujuannya tercapai, yakni mendapat perhatian. 
Sebaliknya, bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga di 
kompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah supaya 
dirinya merasa hebat. 
Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan 
kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebgaimana 
fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen 
pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan 
nasional.  
Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / 
murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk 
menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa.Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan 
seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas.Namun dalam 
membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, 
seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orangyang 
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dididiknya. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, 
yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. 
Saat ini terdapat banyak fenomena perkelahian antar pelajar yang 
kerap terjadi di mana penulis mengangkat satu contoh kasus setelah 
melakukan penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 
Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Polsek Bontoala Jalan 
Sunu No. 1 Makassar yaitu perkelahian pelajar murid SMA Negeri 1 
Makassar di mana kasus tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus 2014 
bertempat di kelas II SMA Negeri 1 Makassar Jalan Gunung Bawakaraeng 
Makassar di mana terjadi tindak pidana di muka umum secara bersama-
sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh 
tersangka berinisial AH dan seorang lagi yang berinisial AR terhadap 
korban yang berinsial AB dengan cara tersangka memukul korban secara 
bersama-sama dengan menggunakan kepala tangan kearah kepala dan 
menendang kearah kaki atau paha korban,atas kejadian tersebut Korban 
mengalami kerusakan kulit, jaringan bawah kulit dan pembuluh darah, 
pembengkakan (hematoma) pada kepala sisi kanan dan kiri serta luka 
lecet gores pada leher sebelah kiri. Perbuatan tersebut diatur di dalam 
pidana Pasal 170 ayat 1 KUHPidana Subs Pasal 351 ayat 1 KUHPidana 
di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa dimuka 
umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan 
melaukan penganiayaan terhadap orang. Setelah mewawancarai bapak 
Muh. Arzan selaku petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Bontoala, 
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beliau mengatakan penyelesaian yang dilakukan dalam kasus ini adalah 
dengan jalan perdamaian di mana dilakukannya mediasi oleh  polisi 
sebagai pihak ke tiga dengan menyertakan orang tua dari tersangka dan 
korban. 
Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
melibatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada 
anakberdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 1, yaitu :  
a. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 
b. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, 
masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 
c. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang 
diterima oleh Anak dalam situasi dankondisi tertentu untuk 
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 
membahayakandiri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 
d. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, psikis, 
seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman 
5 
 
untukmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum. 
Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak diatur bahwa :  
“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan” 
Selanjutnya pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak ditentukan bahwa:  
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: 
a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 
b. Pemisahan dari orang dewasa; 
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; 
e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain 
yang kejam, tidak manusiawiserta merendahkan martabat dan 
derajatnya; 




g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 
sebagai upaya terakhir dandalam waktu yang paling singkat; 
h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yangtertutup untuk umum; 
i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. 
j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang 
dipercaya oleh Anak; 
k. Pemberian advokasi sosial; 
l. Pemberian kehidupan pribadi; 
m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang 
Disabilitas; 
n. Pemberian pendidikan; 
o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan 
p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Berdasarkan aturan diatas, jelas bahwa setiap anak berhak untuk 
memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak 
melanggarhukum, misalnya mendapatkan perlakuan kekerasan. Alasan 
inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:  
"Tinjauan ViktimologisTerhadap Kekerasan FisikAntar Siswa 
di Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar (Studi 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dalam memudahkan 
penelitian ini, Penulis akan memberikan batasan penilaian dengan 
menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai 
berikut:  
1. Bagaimanakah peranan korban dalam kekerasan fisik antar siswa 
yang terjadi di lingkungan SMA di kota Makassar ?  
2. Bagaimana upaya penanggulangan kekerasan fisikantar siswa 
untuk mengurangi korban kekerasan pada pelajar SMA di kota 
Makassar? 
 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya kekerasan 
fisik antar siswa di lingkungan pelajar SMA di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kekerasan fisik 
antar siswa untuk mengurangi korban kekerasan pada pelajar 
SMA di kota Makassar. 
 
Kegunaan penelitian ini adalah :  
1. Memberikan masukan pengetahuan kepada para akademisi dan 
praktisi hukum maupun individu atau kelompok yang berkecimpung 
di dunia pendidikan terkait dengan perilaku-perilaku yang dapat 
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menyebabkan terjadinya kekerasan fisik antar siswa di sekolah 
menengah atas sehingga dapat menghindari terjadinya kekerasan 
di sekolah. 
2.  Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi kalangan pendidik dan pemerintah dalam 
membuat atau menetapkan kebijakan demi menciptakan dan 







A. Tinjauan Umum Viktimologi  
1. Pengertian Viktimologi  
Menurut Arief Gosita(1993: 228) viktimologi merupakan istilah 
bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu "Victima" 
yang berarti korban dan "logos" yang berarti studi / ilmu pengetahuan.  
Viktimologi, berasal dari bahasa latinvictim yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, Viktimologi berarti suatu studi 
yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-
akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai 
suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010: 43).  
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010: 43).  
Menurut J.E Sahetapy (1995: 158), pengertian Viktimologi adalah 
ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala 
aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang 
ilmupengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban 
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Pengertian 
viktimologi mengalami tiga fase perkembangan.Pada awalnya, viktimologi 
hanya mempelajari korban kejahatan saja.Pada fase ini  
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dikatakan sebagai penal or special victimology.Pada fase kedua, 
viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi 
meliputi korban kecelakaan.Pada fase ini disebut sebagai general 
victimology.Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi 
yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan danhak-
hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology 
(Rena Yulia, 2010: 44-45).  
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, dan social.Tujuannya adalah untuk memberikan 
penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan 
hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan 
kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang 
dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan 
lain-lainnya.  
Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan 
dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, 
caraseseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya 
korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan (Dikdik M. Arief 






Menurut kamusCrime Dictionary Bambang Waluyo (2011: 9) :  
Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan 
mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan 
atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan 
lainnya.  
Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita (1993: 9) yang 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :  
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 
orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasiyang menderita.  
Korban juga didefinisikan oleh Van Boven (Rena Yulia, 2010: 50-
51) yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi 
Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:  
Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, 
termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian 
ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik 
karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaian (by omission).  
Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 
korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak 
langsungpunjuga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan 
sebagai korban. Bahawa yang dimaksud korban tidak langsung di sini 
seperti, istrikehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua 
yang kehilangan anaknya, dan lain-lainnya (J.E Sahetapy, 1995: 51).  
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Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang 
disebut korban adalah :  
a. Setiap orang;  
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau,  
c. Kerugian waktu;  
d. Akibat tindak pidana.  
 
2. Ruang Lingkup Viktimologi  
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi karban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana (J.E Sahetapy, 1995: 45).  
Menurut J.E Sahetapy (1995: 45), ruang lingkup Viktimologi 
meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan 
oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah 
kejahatan,termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain 
dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.  
Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita(1993: 45-
46) adalah sebagai berikut:  
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a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.  
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.  
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, 
pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, 
pengacara dan sebagainya.  
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.  
e. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-
usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
f. Faktor – Faktor viktimogen /kriminogen 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut 
pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-
masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang 
hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas (Arief 
Gosita, 1993: 39).  
Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 
penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak 
tertentu dan dari kepentingan tertentu.  
14 
 
Menurut J.E Sahetapy (Muhadar, 2006: 22), viktimisasi adalah 
penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan 
dengan perbuatan pihak lain.  
Lebih lanjut J.E Sahetapy (Muhadar, 2006: 22) berpendapat 
mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:  
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional;  
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup;  
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orang tuanya sendiri;  
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 
obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan 
lain-lain;  
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut 
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang 
menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, 
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termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun 
sudah diselesaikan aspek peradilannya. 
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-
struktural secara lebih baik. 
Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang 
memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban 
mental, fisik, dan sosial.  
 
3. Manfaat Viktimologi  
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri.Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan 
dalampengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya 
praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari 
dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat 
mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan 
akan banyak manfaat yang diperoleh.  
Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita (Rena Yulia, 2010: 37-
38)adalah sebagai berikut:  
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a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;  
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 
peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta 
pihak lain 
c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan 
pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau non-
struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik 
dan agar menjadi lebih waspada; 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia 
ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri 
terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali 
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seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam 
pemerintahan; 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, 
merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama 
dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu ( Lilik Mulyadi, 2007: 120) : 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-
hakkorban dan perlindungan hukum;  
b. Manfaat yang berkenan dengan penjelasan para korban dalam 
suatu tindak pidana. 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan 
kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya 
secara dimensional.  
Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara 
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yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Lilik Mulyadi, 2007: 120).  
Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui 
latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, 
bagaimanamodus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam 
menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.  
Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 
pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan 
diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai 
korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.  
Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan 
yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya  
viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 
kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 
tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap 
pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim (Dikdik 
M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008: 39).  
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Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini 
terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. 
 
4. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan  
Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan 
saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki 
keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.  
Menurut Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2007: 124) ditinjau dari 
perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, 
yakni sebagai berikut:  
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 
pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari 
aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;  
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-
sama; 
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat  
mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
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mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban 
sepenuhnya ada pada pelaku;  
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan keadaan fisik 
korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan 
potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung 
jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat 
karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak 
berdaya;  
5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan 
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh 
terletak pada penjahat atau masyarakat;  
6. Selfvictimizing victimsadalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri 
(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya 
sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 
kejahatan;  
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik.  
Ditinjau dari Perspektif keterlibatan korbandalamterjadinya 
kejahatan,maka Ezzat Abdel Fattah (Lilik Mulyadi, 2007: 124) 
menyebutkan beberapabentuk, yakni sebagai berikut:  
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1. Non participating victims adalah mereka yang tidak menyangkal/ 
menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kejahatan;  
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter 
tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;  
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau 
pemicu kejahatan;  
4. Participatingvictimsadalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki 
perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;  
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri;  
Selain dari perspektif yang dikemukakan kedua tokoh 
tersebutsebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan 
beberapatipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang (Lilik 
Mulyadi, 2007: 124) sebagai berikut:  
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual.Jadi 
korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);  
b. Secondaryvictimization,yang menjadi korban adalah 
kelompok,misalnya badan hukum;  
c. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakatluas;  
d. Mutual victimization,yangmenjadi korban adalah si pelakusendiri, 
misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;  
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e No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada 
korbanmelainkan korban tidak segera dapat diketahui. 
Misalnyakonsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu 
hasilproduksi.  
Berdasarkan hal diatas maka menunjukkan bahwa dalam suatu 
kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri 
sehingga terjadi kejahatan.  
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan 
diabaikan.Apabilamengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus 
memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan (Lilik 
Mulyadi, 2007: 125).  
Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam 
terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak 
sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.  
Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah 
"pengamatan meluas terpadu".Segala sesuatu harus diamati secara 
meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, 
apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional,mengenai sesuatu, terutama 
mengenai relevansi sesuatu.  
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Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata 
menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru 
haruspula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat 
memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut 
memikultanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 
kejahatan (Lilik Mulyadi, 2007: 125).  
Bambang Waluyo (2011: 9) beranggapan bahwa peranan korban 
dalam menimbulkan kejahatan adalah :  
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban 
untukterjadi;  
b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si 
korbanuntukmemperoleh keuntungan lebih besar;  
c.  Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama 
antara si pelaku dan si korban;  
d.Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi 
bilatidak ada provokasi si korban.  
Selanjutnya hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari 
tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn (ibid.:80), berdasarkan derajat 
kesalahannya korban dibedakan menjadi 6 macam, yaitu: 
a. Korban yang sama sekali tidak bersalah 
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b. Korban yang menjadi korban disebabkan oleh kelalaian 
c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku 
d. Korban yang kesalahannya lebih besar dari pelaku 
e. Korban yang sangat salah dan korban yang satu-satunya 
yang bersalah  
f. Korban pura-pura dan korban imajinasi. 
 
B. Tinjauan Umum Kekerasan 
1. Pengertian Umum Kekerasan 
Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan 
salah.Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan 
seseorang atausekelompok orang yang menyebabkan cedera atau 
matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain 
(W.J.S Poerwadaminta, 1990: 425).  
Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa (R. Soesilo, 
1991: 84):  
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan 
atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain 
sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah 
membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.  
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Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan 
hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan 
mengenai kekerasan adalah sebagai berikut (R. Soesilo, 1991: 126) :  
Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :  
1. Pengrusakan terhadap barang;  
2. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;  
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;  
4. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain 
sebagainya.  
Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa objek 
kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan.  
Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris 
yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun 
integritas mental psikologis seseorang.  Sementara kata kekerasan dalam 
bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik 
belaka.Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan 
kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun 
psikologis (Soejono Sukanto, 1987: 125).  
Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan 
terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan 
hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan 
pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan 
dalam rumah tangga dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang 
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kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan 
olehSanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa 
kekerasan adalahsemua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang 
baikberupa suatu tindakan nyata berupa maupun berupa kecaman yang 
mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.  
Menurut Santoso (2002: 24) kekerasan juga bisa diartikan sebagai 
serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang 
mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi 
aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan 
pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, 
tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana 
kekerasan kolektif yang mucul dari situasi kolektif yang sebelumnya 
didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama 
dalam periode waktu yang lebih lama.  
2. Bentuk-bentuk Kekerasan  
Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, 
akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan 
kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut (R. Soesilo, 1991: 84-85).  
1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;  
2. Kejahatan penganiyayaan Pasal 351-358 KUHP;  
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 
365 KUHP;  
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4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;  
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, 
Pasal 359-367 KUHP  
Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke 
dalam tiga golongan, yaitu (Johan Galtung, 1992: 62) :  
a. Kekerasan Fisik  
Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini 
adalah melempar, menendang, memukul / menampar, mencekik, 
mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam 
dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara 
langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, 
pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.  
Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh.Wujud 
kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal 
tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.  
b. Kekerasan Psikis  
Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang 
dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang 
lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaaan 
yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat 
korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah 
pengunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, 
mempermalukan orang di depanorang lain atau di depan umum, 
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melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya 
perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, 
merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan 
yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi 
bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, 
indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.  
c. Kekerasan seksual  
Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, 
kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan 
melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya.  
Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul 
dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan 
seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan 
termasukmereka yang tergolong masih berusia anak-anak.Setelah 
melakukanhubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada 
tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam 
keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam 
kategori kekerasan ini.  
 
C. Pengertian Sekolah  
Secara terminologi kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu 
:skhole, scola,scolae, atau skhola yang memiliki arti: waktu luang, waktu 
senggang, karena waktu itu sekolah adalah kegiatan waktu luang bagi 
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anak-anak ditengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan 
menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. 
Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung , cara 
membaca huruf, dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika 
(seni).Untuk mendampingi dalam kegiatan scola, anak-anak 
didampingioleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, 
sehinggamemberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak 
untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran diatas. 
Menurut Syaiful Bahri (2009: 4) sekolah adalah sebuah lembaga 
yang dirancang untuk pengajaran siswa / murid dibawah pengawasan 
guru.Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang 
umumnya wajib.Nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut 
negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda 
dan sekolah menengah untuk remaja yangtelah menyelesaikan 
pendidikan dasar.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah merupakan 
bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat 
menerima dan memberi pelajaran.Sekolah biasanya digolongkan 
menuruttingkatannya.Sebagai contoh, ada sekolah dasar, sekolah 
menengah, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi.  
Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah.Kepala sekolah 
dibantu oleh wakil kepala sekolah.Jumlah wakil kepala sekolah di setiap 
sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah 
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disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat 
diisi dengan fasilitas lain.  
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekolah merupakan 
salah satu tempat bagi para sjswa untuk menuntut ilmu. Melihat 
kenyataannya hingga sekarang sekolah masih dipercaya sebagian besar  
anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk belajar, berlatih 
kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan 
anak.  
Selain sekolah-sekolah inti, siswa di negara tertentu juga mungkin 
memiliki akses dan mengikuti sekolah-sekolah baik sebelum dan sesudah 
pendidikan dasar dan menengah.TK atau pra-sekolah menyediakan 
sekolah beberapa anak-anak yang sangat muda (biasanya umur 3-5 
tahun).Perguruan tinggi / Universitas atau sekolah kejuruanmungkin 
tersedia setelah sekolah menengah.Sebuah sekolah juga didedikasikan 
untuk satu bidang tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah 
seni.Sebagai alternatif, sekolah juga menyediakan kurikulum dan metode 
non-tradisional.  
Ada juga sekolah non-pemerintah yang biasa di sebut sebagai 
sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan 
kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus 
bagi mereka keagamaan, seperti sekolah Islam, sekolah Kristen, Hawzas, 
Yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan 
yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi 
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lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan 
perusahaan, pendidikan, dan pelatihan militer.  
Sekolah juga terbagi menurut statusnya, yaitu (Purwanto M. Ngalim, 1998: 
78) :  
a. Sekolah Negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, sekolah menenga atas, dan perguruan tinggi  
b. Sekolah Swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non-
pemerintah, penyelenggaraberupa yayasan pendidikan yang 
sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan masih, 
berupa rancangan peraturan pemerintah.  
 
D. Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah  
Maraknya kasus kekerasan terhadap anak sejak beberapa tahun ini 
menunjukkan bahwa anak perlu dilindungi.Begitu banyak anak yang 
menjadi korban kekerasan keluarga, sekolah, lingkungan maupun 
masyarakat dewasa ini.  
Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:  
"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun 
pelaksanaannya masih masih menjadi pertanyaan dikalangan 
masyarakat.seperti yang diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari 
kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut.  
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Beberapa defenisi tentang kekerasan di sekolah, yakni :  
1. Kekerasan Fisik : Merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat 
mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti menampar/ 
memukul, menganiaya dan lain sebagainya.  
2. Kekerasan Psikis : Kekerasan secara emosional yang dilakukan 
dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan 
perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, membuat orang 
merasa hina, lemah, tidak berguna, dan tidak berdaya.  
3. Kekerasan Defensive : Kekerasan yang dilakukan dalam rangka 
tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan  
4. Kekerasan Agresif : Kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan 
sesuatu seperti merampas dan lain sebagainya.  
Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit fisik yang 
disengaja sebagai metode pengubah perilaku, dengan memukul / 
menampar, mencubit, mengguncang, menyorong, memakai benda atau 
aliran listrik, mengurung di ruang sempit, gerakan fisik yang berlebihan, 
drill, melarang membuang air kencing, dan lain-lain. Hukuman fisik di 
sekolah bukan kebutuhan operasional dari pendidik guna 
mengendalikanmurid yang berbahaya atau melindungi komunitas sekolah 
dari ancaman bahaya.  
Dalam hal ini juga digolongkan jenis-jenis kekerasan yang diterima 
anak, yaitu (Donald E. Greydanus, 2003: 385-393) :  
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a. Kekerasan Fisik : bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena 
akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus physical abuse : 
presentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 
tahun (16.2%). Kekerasan ini biasanya meliputi memukul, mencekik, 
menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya.Dampak 
dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada 
korban, juga sering kali mengakibatkan korban meninggal.  
b. Kekerasan Psikis : bentuk kekerasan seperti ini sering tidak nampak, 
kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tuaterhadap anak yang 
membutuhkan perhatian, teror, celaan / makian dengan kata-kata 
kasar, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak 
tersebut dengan anak-anak lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan 
dampak seperti ini anak mudah merasa cemas atau gelisah, menjadi 
pendiam, rendah diri, dan mental anak menjadi lemah.  
c. Kekerasan Seksual : bentuk kekerasan seperti pelecehan,pencabulan 
maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain 
menimbulkan trauma mendalam, juga seringkalimenimbulkan luka 
secara fisik.  
 
E. Dasar Hukum Perlindungan Anak 
Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang 
dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya.Oleh 
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karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari 
berbagai bentuk kejahatan (Nashriana, 2001: 12).  
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan anakadalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anakdan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  
Perlindungan yang diberikan oleh pernerintah kepada anak yang 
dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai 
berikut:  
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak 
yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zatadiktif lainnya (napza), 
anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan , anak 
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang 
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran.  
 




Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak 
terdapat sebagai berikut:  
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, serta dari 
berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya.  
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.Berbagai 
program serta kegiatan yang telah kegiatan sambil terus mencari cara 
yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.  
Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland dan Cressey 
(Romly Atmasassmita, 1983: 66) yang mengemukakan bahwa dalam 
crime prevention dalampelaksanaannya ada dua buah metode yang 
dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :  
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan  
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah residivisi (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual.  
2. Metode untuk mencegah the frist crime  
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  Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan yang pertama kali (the frist crime) yang akan dilakukan 
oleh seseorang, dan metode ini juga sebagai metode prevention 
(preventif).  
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa 
upayapenanggulangan kejahatan mencakup aktifitas preventif dan 
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 
dinyatan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga 
pemasyarakatan.Dengan kata lainupaya penanggulangan kejahatan dapat 
dilakukan secara preventif dan represif.  
 
a. Upaya Preventif  
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama 
kali.Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.  
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 
ekonomis.  
Barnest dan Teeters (Romly Atmasassmita, 1983: 66-
67)menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu :  
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1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan atau tekanan sosial dan ekonomi 
yang dapat mempengaruhi tingkah laku ke arah perbuatan jahat.  
2. Memusatkan perhatian pada individu yang menunjukkan 
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 
menyebabkkan gangguan biologis dan psikologis atau kiurang 
mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik, 
sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yangharmonis.  
Dari pendapat Barnest dan Teetres tersebut diatas 
menunjukkanbahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan 
ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang 
ke arahtingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. 
Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. 
Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang 
sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu 
usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan 
ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya 
dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti 
menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 
perbuatan menyimpang. Disamping itu bagaimana meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban 




  b.  Upaya Represif  
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan 
kejahatansecara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan 
mengulanginya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi 
yang akan ditanggungnya sangat berat.  
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas 
darisistem peradilan pidana yang dalam sistem peradilan pidana paling 
sedikit terdapat lima sub-sistem, yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, 
kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu 
keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.  
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan 
metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih 
jelasnya uraiannya sebagai berikut:  
1. Perlakuan (treatment)  
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan 
perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum tetapi lebih 
menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam 




Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul 
Syani(1987: 141)yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya 
suatu perlakuan, yaitu :  
a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya 
perlakuan yang paling ringan diberikan kepadaorang yang belum 
terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu 
penyimpangan dianggap belum terlalu berbahaya sebagai usaha 
pencegahan.  
b. Perlakuan dengan sanki-sanksi pidana secara tidak 
langsung,artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan 
suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.  
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini 
ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan 
yangditerimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku 
kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan 
kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti 
sedia kala.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan 
pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku 
kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan 
agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan 
pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin 




2. Penghukuman (punishment)  
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan 
untukdiberikan perlakuan (treeatment), mungkin karena kronisnya atau 
terlaluberatnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu 
diberikanpenghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam 
hukum pidana.  
Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, 
bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka 
dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada 
pelanggarhukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan 
pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku 
kejahatan.  
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, 
Sahardjomengemukakan seperti yang dikutip oleh (Dirjosisworo Soedjono, 
1985: 8) sebagai berikut:  
Menyatakan bahawa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung 
makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya 
perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut 
Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal 




Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus 
manjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, merekapun dididik 
dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah 
keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi 
menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala 
perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan 
masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka 
keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk 
melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama masyarakat di 
sekitar di tempat ia tinggal.  
Kejahatan dalam arti luas, meyangkut pelanggaran dari norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam Undang-Undang yang dipertanggung jawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisisan, kejaksaan, dan 
pengadilan.Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak 
baikpemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang 
mendambakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.  
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari permberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 




Menurut Hoefnagels (Barada Nawawi, 1991: 2) upaya 
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :  
a. Criminal application (penerapan hukum pidana)  
Contoh : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal 
yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.  
b. Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana)  
Contoh :dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat.  
c. Influencing views of society on crime and punishment 
(mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan 
hukuman)  
Contoh : mensosialisasikan suatu Undang-Undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman 
hukumannya.  
Upaya pencegahan dapat berarti menciptakan suatu kondisi 
tertentu agar tidak terjadi kejahatan.Kaiser(Muh Kamal darmawan, 1994: 
4) memeberikan batasan pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk 
memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui 
pengurungan ataupun melalui usaha pemberian pengaruh kepada orang-
orang yang potensialdapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat 
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umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit.Dalam pengertian luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan.Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebiajakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1981: 114).  
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategi dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi; 
nasional, standar hidup yang rendah, dan kebodohan di antara golongan 
besar penduduk.Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi yang 
menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan 
yang mendasar (Barda Nawawi, 1991: 4).  
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi.Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka.Lebih lanjut polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah.Oleh karena itu, peran serta masyarakat 
dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat 
diharapkan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan 
oleh pemerintah maupun masyarakat.Berbagai program dan kegiatan 
telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara yang paling tepat dan 
efektif untuk mengatasi masalah tersebut.  
Menurut Barda Nawawi(2007: 77) bahwa :  
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Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan 
kriminal.Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan 
yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan kebijakan / upaya-upaya 
untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan 
masyarakat. Lanjut, menurut Barda Nawawi (2007: 77)bahwa :  
Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 
menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan 
hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus 
memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 
kebijakan sosial itu berupa social welfare dan social defence.  
Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa (2001: 16) :  
upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa 
langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan(represif) 
disamping langkah pencegahan (preventif).  
Langkah-langkah preventif menurut Bharuddin Lopa, meliputi (2001: 16) :  
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk 
mengurangipengangguran, yang dengan sendirinya akan 
mengurangikejahatan;  
b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untukmencegah 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan;  




d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum 
lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun 
preventif.  
e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagipara 
pelaksana penegak hukum.  
Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung 
mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung 
menghentikan kejahatan, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum 
sepenuhnya, sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan 
terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti rugi bagi mereka yang 
menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga 
berguna sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang digantikan sudah 
mendapatkan gantirugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah 
dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya menghilangkan 
kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi.  
Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman. Entah 
mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada 







A. Lokasi Penelitian  
Penelitian Dilakukan di SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 
Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali Makassar, 
dan SMA Kristen Gamaliel Makassar.  Pertimbangan mengenai dipilihnya 
lokasi penelitian ini, yaitu dengan melakukan penelititan di lokasi ini 
penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai 
sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan 
dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi, yaitu 
untuk mengetahui bagaimana peranan siswa sebagai korban dalam 
kekerasan fisik yang dilakukan antar siswa, serta bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan kepada korban.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini;  
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitandengan 
masalah dan tujuan penelitian.  
Sumber data dalam penelitian ini adalah :  
 Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran, dan karya 
ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung denganobjek penelitian.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :  
1. Wawancara. Melalui wawancara penulis dapat memperoleh 
pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya 
dilakukan, melihat langsung keterkaitan antara pelaku dan 
korban. Menafsirkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh 
korban, serta memahami pengaruh dari sebuah tindak pidana 
terhadap korbannya.  
2. Kuesioner, akan diberikan kepada narasumber sebagai salah 
satu sumber informasi bagi penulis dalam menjawab rumusan 
masalah yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan-





D. Analisis Data  
Data yang telah diperoleh baik data primer atau data skunder 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang 
simpulan atau hasil penelitian yang dicapai.Kemudian disajikan secara 
deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permaslahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan Korban dalam Terjadinya Kekerasan Fisik Yang 
Dilakukan Antar Pelajar 
Terjadinya kejahatan tidak saja disebabkan karena faktor-faktor 
yang bersifat eksternal, namun juga terjadi karena adanya faktor yang 
timbul dari korban. Hal yang sama juga terjadi pada tindak pidana 
kekerasan fisik yang terjadi pada siswa Sekolah Menengah Atas 
(SMA) atau dalam Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) disebut 
sebagai penganiayaan tersebut dilakukan oleh siswa. Kekerasan fisik 
ini terjadi karena peranan siswa yang menjadi korban tersebut 
Untuk mengetahui bentuk-bentuk peranan siswa dalam 
terjadinya kekerasan fisik di lingkungan sekolah, peneliti kemudian 
melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Makassar yang berlokasi di Jl. 
Gunung Bawakaraeng no. 53, di SMA Negeri 2 Makassar yang 
berlokasi di Jl. Baji Gau 3 no. 17, di SMA Negeri 10 Makassar yang 
berlokasi di Jl. Tamangapa 5 no. 12, di SMA Katolik Rajawali di Jl. 
Lamadukelleng no.7 , dan di SMA Kristen Gamaliel yang terletak di Jl. 
Ince Nurdin no.43. Guna mengetahui jumlah siswa kelas 2 pada 5 






Jumlah Murid Kelas 2 pada SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 
Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali Makassar, 
dan SMA Kristen Gamaliel Makassar tahun ajaran 2015/2016 
NO NAMA SEKOLAH JUMLAH SISWA PADA 
KELAS II 
1 SMA Negeri 1 Makassar 243 orang 
2 SMA Negeri 2 Makassar 238 orang 
3 SMA Negeri 10 Makassar 294 orang 
4 SMA Katolik Rajawali Makassar 327 orang 
5 SMA Kristen Gamaliel Makassar 133 orang 
Sumber data: berasal dari hasil wawancara SMA di kota Makassar 2015 
Dari 243 orang jumlah siswa kelas 2 di SMA Negeri 1 Makassar, 238 
orang jumlah siswa kelas 2 di SMA Negeri 2 Makassar, 294 orang jumlah 
siswa kelas 2 di SMA Negeri 10 Makassar, 327 orang jumlah siswa kelas 
2 di SMA Katolik Rajawali, dan 133 orang jumlah siswa kelas 2 di SMA 
Kristen Gamaliel Makassar. Penulis mengambil 100 orang siswa-siswi dari 
masing masing sekolah sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 
500 orang siswa. Dari 500 orang siswa tersebut kemudian diklarifikasikan 






Jumlah murid kelas 2 dari SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik 
Rajawali Makassar, dan SMA Kristen Gamaliel Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun Pelajaran 
2015/2016 




15 Tahun 16 Tahun 17 Tahun 15 Tahun 16 Tahun 17 Tahun 
1 SMA Negeri 1 Makassar 6 26 0 10 56 2 100 
2 SMA Negeri 2 Makassar 8 27 1 17 43 4 100 
3 SMA Negeri 10 Makassar 4 21 3 13 50 9 100 
4 SMA Katolik Rajawali 
Makassar 
7 28 2 12 47 4 100 
5 SMA Kristen Gamaliel 
Makassar 
9 47 1 12 25 6 100 
Sumber data: diperoleh dari hasil kuesioner SMA di Kota Makassar 2015 
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Di masing – masing sekolah yaitu SMA Negeri 1 Makassar, SMA 
Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali 
Makassar, dan SMA Kristen Gamaliel Makassar, penulis menanyakan 
beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang bertujuan untuk 
menjawab rumusan masalah pertama yaitu guna mengetahui peranan 
siswa sebagai korban dalam terjadinya kekerasan yang dilakukan siswa 
lainnya 
Berikut penulis menguraikan dalam bentuk tabel, pertanyaan-
pertanyaan yang ditanyakan kepada 500 responden. Penulis menanyakan 
mengenai pemahaman siswa mengenai definisi kekerasan, jawaban siswa 
terurai pada tabel berikut ini : 
TABEL 3 
Pemahaman murid kelas 2 dari SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 
Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali Makassar, 












SMA Negeri 1 Makassar 96 4 100 
SMA Negeri 2 Makassar 96 4 100 
SMA Negeri 10 Makassar 91 9 100 
SMA Katolik Rajawali Makassar 99 1 100 
SMA Kristen Gamaliel Makassar 94 6 100 
JUMLAH 476 24 500 
Sumber data: diperoleh dari hasil kuesioner SMA di kota Makassar 2015 
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Berdasarkan hasil uraian data pada tabel di atas dapat dilihat 
tingkat pemahaman siswa terhadap definisi kekerasan. Sebanyak 476 
responden menyatakan paham mengenai definisi kekerasan dan 
sebanyak 24 responden tidak paham mengenai definisi kekerasan. Dari 
data tersebut penulis mengetahui tingkat pemahaman mengenai 
kekerasan sudah cukup tinggi namun tidak semua mengetahui definisi 
kekerasan. 
Pertanyaan berikutnya penulis menanyakan mengenai pernah atau 
tidaknya siswa mengalami kekerasan di Sekolah Menengah Atas (SMA) . 
Jawaban siswa terurai pada tabel berikut ini : 
TABEL 4 
Jumlah kekerasan yang pernah dialami oleh murid kelas 2 dari SMA 
Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, 












SMA Negeri 1 Makassar 11 89 100 
SMA Negeri 2 Makassar 19 81 100 
SMA Negeri 10 Makassar 25 75 100 
SMA Katolik Rajawali Makassar 16 84 100 
SMA Kristen Gamaliel Makassar 26 74 100 
JUMLAH 97 403 500 
Sumber data: diperoleh dari hasil kuesioner SMA di kota Makassar 2015 
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Berdasarkan hasil uraian data pada tabel di atas dapat dilihat 
tingkat siswa yang pernah mengalami kekerasan dari siswa lainnya. 
Sebanyak 97 responden menyatakan pernah mengalami kekerasan dan 
sebanyak 403 responden menyatakan tidak pernah mengalami 
kekerasan. Dari data tersebut penulis mengetahui hasil data siswa yang 
pernah mengalami kekerasan antar siswa, selain itu memperlihatkan 
bahwa kekerasan antar pelajar di SMA di Kota Makassar masih sering 
terjadi. 
Pertanyaan berikutnya mengenai kekerasan apa saja yang pernah 
diterima, berikut jawabannya dapat dilihat di tabel 5. 
TABEL 5 
Bentuk kekerasan yang pernah dialami oleh murid kelas 2 dari SMA 
Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, 









DIPUKUL DIPALAK DILECEHKAN LAIN-LAIN 
SMA Negeri 1 
Makassar 
6 13 0 81 100 
SMA Negeri 2 
Makassar 
8 35 0 57 100 
SMA Negeri 10 
Makassar 
25 49 0 26 100 
SMA Katolik Rajawali 
Makasar 
29 4 0 67 100 
SMA Kristen 
Gamaliel Makassar 
22 10 0 68 100 
JUMLAH 90 111 0 299 500 
Sumber data:diperoleh dari hasil kuesioner SMA di kota Makassar 2015 
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Berdasarkan uraian data pada tabel di atas dapat dilihat kekerasan 
yang terjadi di SMA di kota Makassar, sebanyak 90 responden pernah 
mengalami kekerasan fisik, 111 responden menyatakan pernah 
mengalami dipalak, tidak ada responden yang pernah mengalami 
pelecehan, tetapi dijawaban berikutnya penulis memberikan kekerasan 
pilihan lain-lain dan sebanyak 299 responden menyatakan mengalami hal 
tersebut. 
Beragam kekerasan yang terjadi menunjukan bahwa kekerasan 
yang terjadi tidak hanya lewat fisik tetapi ada juga kekerasan psikis seperti 
kekerasan diancam dan dihina. Hal itu terbukti dengan adanya korban 
yang Penulis wawancarai mengaku pernah mengalami kekerasan, yang 
dilakukan seniornya. Bukan kekerasan fisik yang dialami melainkan 
kekerasan psikis yaitu diancam. Ini membuktikan bahwa kekerasan antar 
pelajar sering terjadi. 
Pertanyaan selanjutnya mengenai tanggapan responden mengenai 









Bagaimana tanggapan murid kelas 2 dari SMA Negeri 1 Makassar, SMA 
Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali 













SMA Negeri 1 Makassar 16 84 100 
SMA Negeri 2 Makassar 24 76 100 
SMA Negeri 10 Makassar 18 82 100 
SMA Katolik Rajawali 
Makassar 
12 88 100 
SMA Kristen Gamaliel 
Makassar 
22 78 100 
JUMLAH 92 408 500 
Sumber data : diperoleh dari hasil kuesioner SMA di kota Makassar 2015 
Sebanyak 92 responden merasa kekerasan masih wajar wajar saja 
dan sebanyak 408 repsonden merasa kekerasan di SMA sudah tidak 
wajar. Dari hasil tabel di atas peneliti menyimpulkan bahwa siswa SMA 
merasa kekerasan di SMA  adalah tidak wajar dan alasan mengapa bisa 





Penyebab teradinya kekerasan antar siswa SMA Negeri 1 Makassar, SMA 
Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali 











SMA Negeri 1 
Makassar 
17 44 19 20 100 
SMA Negeri 2 
Makassar 
15 36 26 23 100 
SMA Negeri 10 
Makassar 








36 19 20 25 100 
JUMLAH 111 163 97 129 500 
Sumber data: diperoleh dari hasil kuesioner  SMA di kota Makassar 2015 
Sebanyak 111 responden mengatakan menerima kekerasan 
karena melanggar peraturan sekolah, 163 responden mengatakan 
menerima kekerasan karena melakukan perlawanan kepada senior 
mereka, 97 responden mengatakan menerima kekerasan karena 
berpenampilan berlebihan, dan pada jawaban berikutnya penulis 
memberikan jawaban kuesioner yang jawabannya lain-lain dan 129 
responden yang menjawab itu. 
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Beragam kekerasan itu terjadi sesuai terurai di atas dapat 
disimpulkan bahwa siswa juga melakukan sering pelanggaran yang 
artinya siswa tersebut kurang memiliki kesadaran diri, yang menimbulkan 
terjadinya kekerasan antar pelajar. 
 
Analisis Penulis 
Dikaitkan dengan peranan siswa sebagai korban dalam terjadinya 
kekeraan fisik, penulis berhasil menghubungkan kesimpulan yang ada 
dengan pendapat Ezzat Abdullah Fattah yang dikutip dalam buku Lilik 
Mulyadi (2007:58)  yang menyebutkan beberapa bentuk keterlibatan siswa 
sebagai korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan adalah non 
participating, latent orpredisposed victims, provocative victims, 
participating victims, dan false victims. Dalam hal tindak kekerasan fisik 
yang dilakukan oleh oknum, pelajar yang terjadi di dalam lingkungan 
sekolah maka yang paling tepat dengan pendapat Ezzat Abdul Fattah 
adalah false victims, yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri. 
Melihat hasil keseluruhan data yang telah diperoleh, penulis 
berkesimpulan bahwa beragamnya bentuk kekerasan yang muncul 
sehingga menjadi perangsang bagi siswa untuk melakukan kekerasan 
fisik pada siswa lainnya. Diketahui hal tersebut disebabkan karena dua 
faktor yakni faktor sosiologis dan faktor psikologis. 
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Faktor sosiologis menunjukkan bahwa di hampir semua sekolah 
yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini menganut asas 
senioritas. Asas senioritas ini adalah asas yang menganggap bahwa 
senior tidak pernah salah dan apabila senior salah, maka kesalahan itu 
harus dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya, sedikit saja 
perbuatan yang dilakukan oleh korban yang dianggap sebagai upaya 
untuk meruntuhkan atau mengikis asas senioritas tersebut, maka 
pemegang kekuasaan, yakni senior akan melakukan tekanan-tekanan. 
Tidak jarang tekanan-tekanan tersebut berbentuk kekerasan dengan 
tujuan untuk mengamankan posisi superioritas mereka. Apabila diteliti dan 
dikaji secara mendalam, maka unsur viktimologi dalam kekerasan yang 
dilakukan oleh siswa hampir selalu berujung ke arah itu, yakni upaya-
upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, 
sadar atau tidak sadar yang ditujukan untuk mengikis senioritas. 
Kemudian dari sudut pandang psikologis, faktor orientasi dalam 
fase keremajaan memang menunjukkan pola-pola yang hampir sama 
yaitu kecenderungan untuk berbuat dan mencoba sesuatu yang baru 
tanpa mempertimbangkan akibatnya secara matang. Para korban 
menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan yang bisa 
menyulut kemarahan senior itu, bisa menaikkan pamor mereka di 
lingkungan sekolah. Oleh karena itu, hal ini didasarkan pada aspek yang 
ditujukan untuk memperlihatkan eksistensi diri, peningkatan pamor dan 
prestise. Bahkan kebanyakan korban menganggap bahwa tindakan-
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tindakan yang dilakukan untuk menyerang asas senioritas merupakan 
sebuah tindakan heroik dan memiliki nilai yang tinggi di mata para 
siswa.Hal inilah yang juga memicu terjadinya kekerasan terhadap siswa 
dalam lingkungan sekolah ditiinjau dari sudut pandang psikologis. 
 
B. Bentuk Upaya Penanggulangan Terhadap Siswa Sebagai Korban 
Kekerasan Fisik yang Dilakukan di Lingkungan Sekolah 
 Anak sebagai korban kejahatan, perlu mendapatkan perlindungan 
hukum mengingat bahwa psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga 
untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan 
beberapa upaya agar anak yang menjadi korban kejahatan dapat 
menjalankan kesehariannya dengan normal kembali. Hal tersebut sering 
kali dikaitkan dengan sistem pendisiplinan yang bersifat keras seperti 
fisik.Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang diberikan kepada 
anak dalam hal ini siswa sekolah menengah atas (SMA) sebagai korban 
kekerasan fisik, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua 
perspektif, yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. 
Pendekatan yuridis akan dikaji dengan mengupas aturan-aturan yang 
relevandalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak sedangkan pendekatan sosiologis dikupas melalui 
penyebaran kuisioner kepada individu-individu yang berkompeten. 
 Sebenarnya, upaya penanggulangan apabila ditinjau dari sudut 
yuridis, memilki makna yang erat dengan konsep Perlindungan 
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hukum.Karena terhadap anak korban kekerasan telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang (UU Perlindungan Anak) 
Pasal 59 dan Pasal 59A yang menyatakan bahwa: 
Pasal 59 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
Perlindungan Khusus kepada Anak. 
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada: 
a. Anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
f. Anak yang menjadi korban pornografi; 
g. Anak dengan HIV/AIDS; 
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 
j. Anak korban kejahatan seksual; 
k. Anak korban jaringan terorisme; 
l. Anak Penyandang Disabilitas; 
m. Anak korban perlakuan salah danpenelantaran; 
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;dan 
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi daripelabelan terkait 
dengan kondisi OrangTuanya. 
 
Pasal 59A 
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (1) dilakukan melalui upaya: 
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatandan/atau rehabilitasi 
secara fisik, psikis, dan sosial,serta pencegahan penyakit dan 
gangguan kesehatanlainnya; 
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatansampai pemulihan; 
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasaldari Keluarga tidak 
mampu; dan 
d. pemberian perlindungan dan pendampingan padasetiap proses 
peradilan. 
 
 Perlindungan terhadap anak korban kekerasan di dalam lingkungan 
sekolah seperti yang Penulis angkat dalam skripsi ini, juga telah diatur 
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lebih rinci dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak yang menentukan bahwa : 
Pasal 54 
(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 
mendapatkan perlindungan daritindak Kekerasan fisik, psikis, 
kejahatan seksual,dan kejahatan lainnya yang dilakukan 
olehpendidik, tenaga kependidikan, sesama pesertadidik, dan/atau 
pihak lain. 
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh 
pendidik, tenaga kependidikan,aparat pemerintah, dan/atau 
Masyarakat. 
 
 Hal ini menunjukkan bahwa anak dalam posisinya sebagai siswa di 
sekolah, juga perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah mengingat 
kondisi mental anak yang masih labil.Seringnya anak sebagai siswa 
menjadi korban kekerasan di dalam sekolah, baik itu dilakukan oleh teman 
ataupun oknum guru tentu saja dapat mengganggu perkembangan mental 
anak.Adanya rasa tertekan yang dialami oleh anak akan membawa 
dampak negatif  bagi anak itu sendiri, khususnya dalam pergaulannya di 
sekolah ataupun segala jenis interaksi yang dilakukan anak/siswa selama 
berada di lingkungan sekolah. 
 Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisikdan/atau 
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i 
dilakukan melalui upaya: 
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan 




 Untuk melakukan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada 
siswa sekolah yang dalam hal ini adalah anak, dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah diatur 
mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Bab XI Undang-
Undang ini.Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) adalah suatu lembaga independen yang kedudukannya 
setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat 
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 UU Nomor 23 
Tahun 2002 dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 
perlindungan anak di Indonesia. 
 Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, misi dari 
KPAI sendiri adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, 
melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak, menerima 
pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan 
evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, pengawasan 
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, 
saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka 
perlindungan anak. 
 Pelayanan yang diberikan KPAI sesuai dengan Pasal 76 Undang-




Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan 
dan pemenuhan Hak Anak; 
b. memberikan masukan dan usulan dalamperumusan kebijakan 
tentang penyelenggaraanPerlindungan Anak. 
c. mengumpulkan data dan informasi mengenaiPerlindungan 
Anak; 
d. menerima dan melakukan penelaahan ataspengaduan 
Masyarakat mengenai pelanggaran HakAnak; 
e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran HakAnak; 
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yangdibentuk 
Masyarakat di bidang Perlindungan Anak;dan 
g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentangadanya 
dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. 
 
 Ketentuan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan 
juga dijelaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak dicantumkan bahwa 
Pasal 80 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76C,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) 
tahun 6 (enam) bulan dan/atau dendapaling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh duajuta rupiah). 
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud padaayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahundan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00(seratus juta 
rupiah). 
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud padaayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahundan/atau denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuansebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) apabila yang 
melakukanpenganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
 
Kemudian berdasarkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
pada Pasal 5 Bab II tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dijelaskan 




1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
4. Mendapat penerjemah; 
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
9. Mendapat identitas baru; 
10. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; 
12. Mendapatkan nasihat hukum; dan atau 
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir 
Berdasarkan penjelasan yang Penulis berikan di atas, maka 
Penulis menarik kesimpulan bahwa anak yang berstatus sebagai siswa 
sekolah telah mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk 
kekerasan terhadap dirinya baik itu kekerasan fisik ataupun psikis yang 
dilakukan oleh teman ataupun oknum guru. Hanya saja, dari penelitian 
yang Penulis lakukan, masih banyak siswa yang bahkan tidak tahu bahwa 
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mereka dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang diterimanya di 
sekolah.Ketidaktahuan inilah yang kemudian membentuk pola pikir 
kebanyakan siswa sehingga menganggap kekerasan yang kerap mereka 
terima di sekolah sebagai salah satu bentuk sanksi yang wajar atau 
memang sudah seharusnya diberikan kepada mereka sebagai efek jera 
dan sebagai tanda bahwa guru punya rasa peduli terhadap apa yang 
dilakukan oleh siswa. 
Dalam melakukan pendekatan dengan kuisioner, penulis 
menggunakan dua variabel yakni, tindakan preventif dan 
represif.Tindakan preventif penulis pusatkan pada pertanyaan mengenai 
keefektivitasan peran guru Bimbingan Konseling (BK) dalam melakukan 
pembinaan dan pelatihan karakter dan etika anak.Kenapa hal ini menjadi 
pertimbangan, adalah karena guru BK merupakan figur esensial dalam 













Peranan guru BK kepada Siswa SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 
Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali Makassar, 












SMA Negeri 1 Makassar 92 8 100 
SMA Negeri 2 Makassar 93 7 100 
SMA Negeri 10 Makassar 98 2 100 
SMA Katolik Rajawali 
Makassar 
98 2 100 
SMA Kristen Gamaliel 
Makassar 
97 3 100 
JUMLAH 478 22 500 
Sumber data : diperoleh dari hasil kuesioner SMA di kota Makassar  2015 
Berdasarkan hasil diatas, dilihat dari tanggapan siswa kepada guru BK 
(Bimbingan Konseling) dalam memberi bimbingan, dapat dilihat sebanyak 
478 responden mengatakan bahwa bimbingannya baik dan sebanyak 22 
responden mengatakan bimbingan guru BK tidak baik. Hal ini membuat 
penulis mengambil kesimpulan, bahwa bimbingan guru BK di SMA di kota 
Makassar baik. Dari hasil wawancara siswa juga mengatakan baik, karena 
guru BK sangat perhatian dan interaktif sehingga membuat siswa merasa 
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aman dan nyaman ketika berinteraksi dengan guru BK (Bimbingan 
Konseling). Secara umum, para siswa menganggap bahwa guru BK 
melaksanakan tugasnya dengan efektif, akan tetapi hasil dari kuisioner 
pada bab terdahulu menunjukkan masih seringnya terjadi kekerasan. 
Kemudian langkah preventif digambarkan dengan tindakan yang 
dilakukan para siswa ketika mendapatkan perlakuan dalam bentuk 
kekerasan.Ketika penulis menanyakan perihal hal-hal apa saja yang 
dilakukan oleh guru BK sehingga menyebabkan responden puas, yakni 
guru BK sacara rutin melakukan pengawasan dengan bentuk patroli 
sehingga mampu memberikan rasa aman, menyelesaikan perkara dengan 
bijaksana sehingga mampu memberikan rasa kepuasan, dan paham serta 
mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang mampu 
memberikan rasa nyaman di hati siswa. Adapun mengapa kekerasan 
masih sering terjadi, karena sebagian besar kekerasan tersebut dilakukan 
di luar lingkungan sekolah atau di luar jam belajar sekolah dimana guru 









Reaksi siswa kelas 2 dari SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 
Makassar, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Katolik Rajawali Makassar, 












Lain- lain  
SMA Negeri 1 
Makassar 
44 10 34 12 100 
SMA Negeri 2 
Makassar 
34 22 34 10 100 
SMA Negeri 10 
Makassar 








34 18 35 13 100 
JUMLAH 161 96 165 78 500 
Sumber data : diperoleh dari hasil kuesioner SMA di kota Makassar  2015. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat tindakan yang dilakukan 
siswa setelah menerima kekerasan itu, 161 responden melakukan 
perlawanan saat mendapatkan kekerasan, 96 responden segera 
melaporkan kepada orang tua, sebanyak 165 responden melaporkannya 
kepada guru, dan pada jawaban berikut penulis memberi jawaban 
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dikuesionernya tindakan lain-lainnya, 78 responden yang menjawab 
tersebut. 
Dalam hal ini Penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan siswa 
setelah mendapatkan perlakuan ini lebih memilih melaporkan kepada 
guru, karena didasarkan untuk lebih memilih damai, tapi sebagian juga 



















 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Penulis dapat 
menyimpulkan bahwa : 
1. Peranan korban dalam terjadinya kekerasan fisik antar siswa 
disebabkan karena adanya gerak-gerik atau perbuatan yang baik 
secara langsung ataupun tidak secara langsung yang kemudian 
ditafsirkan oleh pelaku kekerasan sebagai upaya untuk mengikis 
superioritas senior. Perlu dipahami bahwa perasaan superioritas ini 
telah tumbuh secara turun-temurun dan telah menjadi adat yang 
dianut oleh hampir semua sekolah, bahkan di hampir setiap institusi 
baik itu pemerintahan maupun kampus. Budaya inilah yang 
kerapkali memakan korban.     
2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah 
memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu 
upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi 
sifat positif untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik antar siswa 
di lingkungan sekolah menengah atas di kota Makassar. Selain itu, 
hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena 
upaya ini bertujuan untuk memberikan kesadaran pada para siswa 
yang melakukan kekerasan pada siswa lain untuk tidak 
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mengulanginya lagi dan memperingati siswa yang lain untuk tidak 
melakukannya mengingat adanya perlindungan hukum kepada 
anak, khususnya anak yang berstatus siswa ketika menjadi korban 
kekerasan fisik di lingkungan sekolah telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 
54. Serta upaya perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh 
pemerintah dengan dibentuknya KPAI (Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia) yang juga tertuang dalam bab XI Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka saran-
saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi kalangan pendidik atau pihak sekolah diharapkan dapat 
menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga 
eksternal sehingga fungsi pengawasan di luar jam sekolah 
dapat berjalan dengan maksimal. Fungsi pengawasan di luar 
sekolah harus mendapat perhatian lebih dikarenakan perangkat 
sekolah memang tidak disediakan untuk melakukan fungsi itu. 
Kalaupun ada, maka hal itu hanya terbatas pada teritori-teritori 
yang dekat dengan sekolah. Kemudian perlu dilakukan 
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reformasi mental sehingga pemahaman-pemahaman mengenai 
superioritas senior dan inferioritas junior sudah harus diberantas 
habis sehingga dapat memberikan kebebasan bergerak bagi 
para junior untuk berpendapat dan berekspresi. 
2. Bagi para orang tua atau keluarga diharapkan untuk menjalin 
komunikasi yang efektif dengan guru dan sesama orang tua 
murid untuk memantau perkembangan anaknya dan juga 
menerapkan pola asuh yang lebih menekankan pada dukungan 
daripada hukuman, agar anak-anaknya mampu bertanggung 
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